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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerinta sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang 

baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem 

perencanaan, pemograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan 

kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi 

pemerintah. 

Dan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja, Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III 

(Balai P3P Sulawesi III) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut 

dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan 

kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan 

mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam satu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran 

serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapainya.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 

2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi 

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk 



 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya 

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

berdasarkan Rencana Strategis Balai P3P Sulawesi III Tahun 2025-2029. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 20 menyebutkan laporan kinerja 

dihasilkan dari suatu SAKIP yang diselenggarakan masing-masing 

identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai 

ketentuan tersebut penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan 

informasi antara lain:  

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome yang tercantum 

dalam perencanaan kinerja tahun 2025;  

2. Hubungan kinerja dan hasil sumber daya; dan  

3. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai. 

 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan Nepotisme, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional yang menguatkan intergrasi perencanaan, penganggaran, dan 

pelaporan yang juga berimplikasi pada implementasi SAKIP. 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:  

1. Rencana Strategis.  

2. Perjanjian Kinerja.  

3. Pengukuran Kinerja.  

4. Pengelolaan Data Kinerja.  

5. Pelaporan Kinerja.  

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.  



 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai 

P2P Sulawesi III Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang 

dicerminkan dari percapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian 

indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

1.2 TUGAS DAN FUNGSI 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Sulawesi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai P3KP Sulawesi III merupakan 

salah satu unit kerja yang menangani Pembangunan Perumahan di 

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 

1 Tahun 2025 yang merupakan penggabungan dari Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Sulawesi III (Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III) 
 



 

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah 

Melaksanakan Penyediaan Perumahan,Peningkatan Kualitas Perumahan, 

Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman 

Pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset. 

Sebelum terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Sulawesi III (BP3KP Sulawesi III) di kenal sebagai 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III (BP2P Sulawesi III) 

dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada 

awalnya unit teknis penyediaan perumahan di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nomenklatur 

sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III yang 

tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara. balai ini dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang fokus 

pada pembangunan perumahan dan prasarana perumahan di daerah 

masing-masing. Sebelum Tahun 2025 struktur organisasi, tugas, dan 

fungsi awal balai ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UPT yang juga mengatur penugasan teknis di 

tingkat daerah. 

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengubah 

nomenklatur dan struktur organisasi UPT, termasuk balai-balai yang 

sebelumnya disebut BP2P, menjadi Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Tujuan perubahan ini 

adalah untuk menyelaraskan fungsi teknis pelaksanaan perumahan 

dengan fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya penyediaan rumah tetapi 

juga pengembangan kawasan permukiman serta koordinasi penyediaan 

lahan, PSU, dan rehabilitasi kawasan pasca bencana. 



 

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan 

kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas 

perumahan;  

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, 

pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta 

pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;  

3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;  

4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis 

pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan 

kualitas perumahan;  

5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman;  

6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman; 

7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan 

permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;  

8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;  

9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;  

10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen 

perumahan;  

11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan 

permukiman;  

12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi 

pembiayaan perumahan;  

13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; 

14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona 

integritas, sistem  pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta 

system pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan  



 

15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi 

publik, serta layanan hukum balai. 

 
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Secara organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan  

Sulawesi III membawahi 2 (dua) wilayah  Satuan Kerja diantaranya Satuan 

Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 

dan Satuan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi 

Tenggara. Adapun susunan Struktur Organisasi yaitu : 

1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III 

1. Kepala Balai 

Kepala Balai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi  program kerja. Kepala Balai juga bertanggung 

jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan bawahan dan 

memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan  peraturan yang 

berlaku.  

2. Kasubag Umum dan Tata Usaha   

Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan 

urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya 

manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, 

pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona 

integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian 

intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta 

layanan hukum balai. 

3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I 

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan 



 

usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan 

kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;  

- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, 

sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan 

dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 

verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan 

Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir. 

4. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II 

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis 

perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasaranan, 

sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan 

pengendalian, pematauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data 

pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan 

Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir. 

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas 

melaksanakan tugas dan wewenang terkait pengadaan barang dan 

jasa serta bertanggung jawab atas segala pengeluaran anggaran 

belanja.  

6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar ( PPSPM )  

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ( PPSPM ) 

mempunyai tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen 

pembayaran. PPSPM juga bertanggung jawab atas keabsahan 

dokumen tersebut.  

7. Bendahara  

 mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja.   



 

Adapun Untuk 2 (Dua) Satuan Kerja yang membawahi Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi 

III, yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan   

a. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, 

menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan, menetapkan 

rencana pelaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana, 

mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan 

keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan 

perundang –undangan.   

b. PPK Perencanaan/ Pengendalian  

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah 

susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan 

permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

di Provinsi Sulawesi Selatan.  

c. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus  

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas 

melakukan Pelaksanaan kegiatan Rumah Susun dan Rumah 

Khusus deleniasi perumahan perkotaan di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

d. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman 

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawaasn Permukiman 

mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, 

Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh 

pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan. 



 

e. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)  

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran 

dan menerbitkan perintah pembayaran.  

f. Bendahara Pengeluaran  

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan 

pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya. 

 
2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara 

a. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, 

menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan , menetapkan 

rencana pelaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana , 

mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan 

keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan 

perundang –undangan.   

b. PPK Perencanaan/ Pengendalian  

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah 

susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan 

permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

di Provinsi Sulawesi Tenggara.  

c. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman 

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawaasn Permukiman 

mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, 

Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh 

pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara. 

d. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)  



 

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran 

dan menerbitkan perintah pembayaran.  

e. Bendahara Pengeluaran  

Pejabat   perbendaharaan  negara yang mempunyai tugas 

melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam 

kewenangannya. 

 
Untuk lebih melengkapi Struktur Organisasi Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan 

2 (Dua) Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi 

Tenggara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :  

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Sulawesi III 

 

 



 

 

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara 



 

BAB II 
CAPAIAN KINERJA 

 

2.1 Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja. 

Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja 

merupakan target kumulatif yang menjadi tolok ukur pelaksanaan program 

dan kegiatan sampai dengan akhir bulan September tahun berjalan. Pada 

periode ini, seluruh unit kerja diharapkan telah melaksanakan sebagian 

besar tahapan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, 

sehingga capaian fisik dan keuangan dapat menunjukkan perkembangan 

yang signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 

organisasi. 

Pelaksanaan Triwulan III difokuskan pada percepatan penyelesaian 

kegiatan prioritas, peningkatan realisasi fisik dan penyerapan anggaran, 

serta penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program. 

Selain itu, dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan untuk 

memastikan kesesuaian antara target dan realisasi, mengidentifikasi 

hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah percepatan 

penyelesaian kegiatan yang masih belum mencapai target. 

Capaian kinerja pada Triwulan III menjadi indikator penting dalam 

mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 

sebelum memasuki tahap penyelesaian pada Triwulan IV. Hasil evaluasi 

pada periode ini menjadi dasar dalam melakukan tindak lanjut, percepatan 

pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta 

penyempurnaan strategi pelaksanaan agar seluruh target kinerja dan 

indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai 

secara optimal pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan 

Triwulan III tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, 

tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan program, efektivitas 

penggunaan anggaran, dan akuntabilitas kinerja organisasi.



 

 

Tabel 2.1Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya layanan dukungan manajemen  

Jumlah Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
3  

Layanan 
3 

Layanan 

- Belanja Keperluan 
Perkantoran 

- Belanja Bahan 
- Belanja Barang 

Persediaan Barang 
Konsumsi 

- Belanja Jasa Pos 
dan Giro 

- Belanja 
Langganan Listrik 

- Belanja 
Langganan 
Telepon 

- Belanja 
Langganan Air 

- Belanja 
Langganan Daya 
dan Jasa Lainnya 

- Belanja 
Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 

- Belanja 
Pemelihataan 
Peralatan dan 
Mesin 

0,00 0,00 33,97 100,00 



 

 

- Belanja Honor 
Operasional 
Satuan Kerja 
 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas Sasaran Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen diukur melalui 

indikator Jumlah Layanan Perkantoran dengan target 3 layanan sesuai Rencana Aksi dan PK Revisi. Hingga 

Triwulan III capaian sebesar 33,97%, sehingga pada Triwulan IV ditargetkan mencapai 100% secara kumulatif. 

Percepatan dilakukan melalui optimalisasi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, serta dukungan administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Tabel 2.2 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 17,78 28,97 40,42 51,61 69,16 81,50 100,00 

Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 22,78 33,97 45,42 56,61 74,16 86,50 100,00 
Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 

 
Berdasarkan Tabel 2.2 diatas rencana pelaksanaan, progres keuangan mulai terealisasi pada bulan Mei 

sebesar 6,32% dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100,00% pada bulan Desember. Sejalan 

dengan itu, progres fisik juga mulai berjalan pada bulan Mei sebesar 11,32% dan terus meningkat secara 

konsisten setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan berlangsung secara progresif sejak semester I dan mengalami percepatan pada Triwulan III dan IV 

guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai rencana. 



 

 

Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi 
dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni 
Jumlah Laporan 
Pemantauan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan Kegiatan 
Tematik 
Penyelenggaraan 
Kawasan 
Permukiman dan 
Akuntabilitas Kinerja 

Laporan 
1 

Laporan 
1 

Laporan 

Melaksanakan 
Monitoring dan 
Evaluasi Terhadap 
kegiatan bantuan 
rumah swadaya, 
dan Penanganan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

0,00 0,00 7,25 100 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis  
Penyelenggaraan 
Klinik Perumahan 
dan Kawasan  
Permukiman 

Rekomen
dasi 

Kebijakan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
Rekomendasi 
Kebijakan Teknis 
Penyelenggaraan 
Klinik Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

0,00 0,00 7,25 100 

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

Jumlah Laporan 
Pemantauan, 
Evaluasi, dan 
Pelaporan 
Pembangunan 
Rusun, Peningkatan 

Laporan 
3 

Laporan 
3 

Laporan 

Melaksanakan 
Monitoring dan 
Evaluasi Terhadap 
kegiatan 
Pembangunan 
Rusun, 

0,00 0,00 15,30 100 



 

 

Kualitas dan 
Penaganan Kumuh 

Peningkatan 
Kualitas dan 
Penanganan 
Kumuh 

Jumlah unit Rumah 
Swadaya di Kawasan 
Permukiman 

unit 
3534 
unit 

3541 
unit 

Melaksanakan 
peningkatan 
kualitas hunian 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah melalui 
perbaikan atau 
peningkatan 
rumah tidak layak 
huni menjadi 
layak huni. 

0,00 0,00 4,00 100 

Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu 

Luas Penanganan 
Permukiman Kumuh 

Hektar 
44,94 

Ha 
44,94  

Ha 

Peningkatan 
kualitas kawasan 
yang tidak layak 
huni melalui 
perbaikan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum 
seperti jalan 
lingkungan, 
drainase, sanitasi, 
dan air minum 

0,00 0,00 4,00 100 

Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan 
permukiman 



 

 

Jumlah unit 
Pembangunan PSU 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

unit 0 unit 325 unit 

Penyediaan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum 
seperti jalan 
lingkungan, 
drainase, air 
minum, dan 
sanitasi guna 
mendukung 
terciptanya 
hunian yang 
layak, aman, dan 
nyaman serta 
meningkatkan 
kualitas 
lingkungan 
perumahan secara 
berkelanjutan. 

0,00 0,00 7,25 100 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

 

Berdasarkan Tabel 2.3 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis ditargetkan 

mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, 

pemantauan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan tematik 

kawasan permukiman serta 1 rekomendasi kebijakan teknis Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

dengan progres Triwulan III masing-masing 7,25%. Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak 

huni, ditargetkan 3 laporan pemantauan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh 

(progres 15,30%), serta realisasi 3.541 unit Rumah Swadaya (progres 4,00%). Selanjutnya, penanganan 

permukiman kumuh seluas 44,94 Ha telah mencapai progres 4,00%, dan pembangunan 325 unit PSU 



 

 

Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai progres 7,25% pada Triwulan III. Seluruh indikator 

dipercepat pada Triwulan IV guna memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 2.4 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 32,50 57,50 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7,25 37,50 62,50 100,00 
Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas rencana pelaksanaan, realisasi keuangan dan fisik belum menunjukkan 

perkembangan hingga bulan Agustus. Progres mulai terlihat pada bulan September dengan capaian keuangan 

sebesar 2,25% dan fisik sebesar 7,25%. Selanjutnya pada Triwulan IV terjadi percepatan signifikan, dimana 

realisasi keuangan meningkat menjadi 32,50% pada Oktober, 57,50% pada November, dan mencapai 100,00% 

pada Desember. Progres fisik juga meningkat dari 37,50% pada Oktober menjadi 62,50% pada November, 

hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun, sebagai bentuk penyelesaian seluruh target kegiatan sesuai 

rencana. 

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi 
dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan 
Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan, Strategi 
dan Program 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome

1 
Rekomen

Melaksanakan 
pelaporan 
kebijakan, 

0,00 0,00 10,22 100 



 

 

Prioritas 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

ndasi / 
Laporan 

dasi / 
Laporan 

strategi, dan  
Program Prioritas 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

Jumlah Laporan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

Laporan 
3 

Laporan 
3 

Laporan 

Melaksanakan 
Pemantauan, 
Pengendalian 
Kebijakan dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

0,00 0,00 20,05 100 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
penyelenggaraan 
Pembangunan 
Perumahan 
Perkotaan 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
pelaporan 
kebijakan 
Penyelenggaraan  
Pembangunan 
Perumahan 
Perkotaan 

0,00 0,00 14,23 100 

Jumlah Rumah 
Susun Hunian 
ASN/TNI/POLRI 
Perumahan 
Perkotaan 

unit 44 unit 44 unit 

Melaksanakan 
pembangunan 
rumah susun yang 
diperuntukkan 
bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), TNI, 
dan POLRI di 
wilayah perkotaan. 

0,00 0,00 4,00 100 

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 
Wilayah Perkotaan 



 

 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan 
Perkotaan 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
pelaporan 
kebijakan 
Penyelenggaraan   
Peningkatan 
Kualitas 
Perumahan 
Perkotaan 

0,00 0,00 13,55 100 

Jumlah Rumah 
Swadaya Perkotaan 
yang ditingkatkan 
kualitasnya 

unit 498 unit 490 unit 

Melaksanakan 
peningkatan 
kualitas hunian 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah melalui 
perbaikan atau 
peningkatan 
rumah tidak layak 
huni menjadi 
layak huni. 

0,00 0,00 4,00 100 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

 

Berdasarkan Tabel 2.5 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis pada 

penyelenggaraan perumahan perkotaan ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran 

meningkatnya kinerja keterpaduan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 rekomendasi kebijakan, strategi 

dan program prioritas (progres Triwulan III sebesar 10,22%) serta 3 laporan pemantauan dan evaluasi (progres 

20,05%). Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni, ditargetkan 1 rekomendasi 

kebijakan pembangunan perumahan perkotaan (progres 14,23%) serta pembangunan 44 unit rumah susun 

hunian ASN/TNI/POLRI (progres 4,00%). Selanjutnya, pada sasaran peningkatan kualitas pembangunan 



 

 

perumahan perkotaan, ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan (progres 13,55%) dan peningkatan kualitas 490 

unit Rumah Swadaya Perkotaan (progres 4,00%). Seluruh indikator dipercepat pada Triwulan IV untuk 

memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. 

Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 21,44 57,50 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15,01 26,44 62,50 100,00 
Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 

 
Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 
Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi 
dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan 
Jumlah Kegiatan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perdesaan 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 

Melaksanakan 
koordinasi 
Penyeelnggaraan 
Perumahan 
Perdesaan 

0,00 0,00 10,00 100,00 

Jumlah Laporan 
Pemantauaan dan 
Evaluasi Perumahan 
Perdesaan 

Laporan 
2 

Laporan 
2 

Laporan 

Melaksanakan 
Pemantuan dan 
Evaluasi 
Perumahan 
Perdesaan 

0,00 0,00 10,00 100,00 

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 
Wilayah Perdesaan 



 

 

Jumlah Pemantauan 
dan Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan 
Perdesaan 

Laporan 
-  

Laporan 
3 

Laporan 

Melaksanakan 
Pemantuan dan 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan 
Kualitas 
Perumahan 
Perdesaan 

0,00 0,00 10,00 100,00 

Jumlah Unit Rumah 
Swadaya Perumahan 
Perdesaan 

unit 186 unit 175 unit 

Melaksanakan 
peningkatan 
kualitas hunian 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah melalui 
perbaikan atau 
peningkatan 
rumah tidak layak 
huni menjadi 
layak huni. 

0,00 0,00 4,00 100 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

 

Berdasarkan table 2.7 diatas Pada Tahun Anggaran berjalan, sasaran peningkatan kinerja keterpaduan, 

kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan 

perdesaan dilaksanakan melalui 1 kegiatan koordinasi serta penyusunan 2 laporan pemantauan dan evaluasi 

yang terealisasi pada Triwulan III dan IV dengan capaian 100% pada akhir tahun. Selanjutnya, dalam rangka 

meningkatkan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di 

wilayah perdesaan, dilaksanakan 3 laporan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kualitas 175 unit 

rumah swadaya (revisi dari 186 unit), yang juga mencapai progres 100% pada akhir periode. Capaian tersebut 



 

 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target revisi Perjanjian Kinerja dan mendukung 

peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan. 

Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 32,50 65,50 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 37,50 70,50 100,00 
Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 

 
Berdasarkan table 2.8 diatas rencana penyerapan anggaran dan progres fisik, pelaksanaan kegiatan mulai 

menunjukkan realisasi pada Triwulan III, dengan capaian keuangan sebesar 5,00% dan fisik 10,00% pada 

bulan September. Progres meningkat signifikan pada Triwulan IV, dimana realisasi keuangan mencapai 

32,50% pada Oktober, 65,50% pada November, dan 100,00% pada Desember, sedangkan capaian fisik 

mencapai 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan 100,00% pada Desember. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran dan seluruh target keuangan maupun 

fisik dapat diselesaikan secara optimal hingga mencapai 100% pada akhir periode. 

Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman yang efektif dan akuntabel 

Jumlah Kebijakan 
Keterbukaan Publik, 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome

1 
Rekomen

Melaksanakan 
Pembangunan 
Zona Integritas 

0,00
% 

0,00
% 

00,00
% 

100% 



 

 

Transparansi, dan 
Akuntabilitas 

ndasi / 
Laporan 

dasi / 
Laporan 

Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman 
Jumlah Kebijakan 
Manajemen Risiko 
dan Pencegahan 
Korupsi 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melakukan 
Penyusunan dan 
Penerapan 
Manajemen Risiko 

0,00
% 

0,00
% 

25,05
% 

100% 

 

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas Pelaksanaan sasaran peningkatan dukungan kebijakan keterbukaan publik 

dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel dilaksanakan 

melalui kegiatan pembangunan Zona Integritas dengan target 1 rekomendasi/laporan yang direncanakan 

tercapai pada Triwulan IV dengan capaian 100%. Selain itu, dalam rangka meningkatkan dukungan kebijakan 

pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, dilakukan penyusunan dan penerapan manajemen risiko dengan 

target 1 rekomendasi/laporan, dimana progres mulai terlaksana pada Triwulan III sebesar 25,05% dan 

ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat 

tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta mendukung pencegahan korupsi dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,05 50,25 75,05 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 00,00 37,50 70,50 100,00 
Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 



 

 

Berdasarkan Tabel 2.10 rencana penyerapan anggaran dan capaian fisik kegiatan, realisasi pelaksanaan 

mulai terlihat pada Triwulan III dengan capaian keuangan sebesar 25,05% pada bulan September, sementara 

progres fisik masih belum menunjukkan realisasi pada periode tersebut. Memasuki Triwulan IV, pelaksanaan 

kegiatan mengalami peningkatan yang signifikan, dimana realisasi keuangan mencapai 50,25% pada Oktober, 

75,05% pada November, dan 100,00% pada Desember. Sejalan dengan hal tersebut, progres fisik juga 

meningkat dengan capaian 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan mencapai 100,00% pada 

Desember, sehingga seluruh target kegiatan baik dari sisi keuangan maupun fisik dapat diselesaikan secara 

optimal pada akhir tahun anggaran. 

 



 

 

2.2 Capaian Kinerja Triwulan BP3KP Sulawesi III. 

Sub bab ini menyajikan gambaran mengenai Capaian Target Triwulan 

III sebagai hasil evaluasi atas target kinerja yang telah ditetapkan untuk 

periode Triwulan III. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana 

pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai target 

yang direncanakan dalam Rencana Aksi Triwulanan. Melalui 

perbandingan antara target dan realisasi, sub bab ini memberikan 

informasi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan, faktor-faktor 

pendukung maupun penghambat yang muncul selama periode Triwulan 

III, serta menjadi dasar bagi penyempurnaan strategi dan tindak lanjut 

pada triwulan berikutnya. 

Pada Triwulan III Tahun Anggaran berjalan, Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target 

pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Secara 

umum, capaian kinerja pada triwulan ini menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik dari sisi realisasi fisik 

maupun realisasi keuangan, seiring dengan percepatan pelaksanaan 

kegiatan pada akhir tahun anggaran. 

Realisasi kegiatan pada Triwulan III difokuskan pada penyelesaian 

pekerjaan konstruksi, penyusunan laporan kegiatan, serta penyelesaian 

administrasi pelaksanaan program. Berbagai upaya percepatan dilakukan 

melalui peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, 

optimalisasi pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta pemantauan 

secara berkala terhadap perkembangan kegiatan di lapangan. Hal tersebut 

bertujuan untuk memastikan seluruh target output kegiatan dapat 

tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Triwulan III telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung 

pencapaian target kinerja Balai. Meskipun terdapat beberapa kendala 



 

 

teknis di lapangan, seperti penyesuaian jadwal pekerjaan dan kondisi 

operasional tertentu, namun hal tersebut dapat diatasi melalui langkah 

koordinatif dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, 

capaian kinerja pada Triwulan III diharapkan dapat memberikan 

kontribusi optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hunian layak 

serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan. 

2.2.1 Capaian Target Triwulan III Program Dukungan Manajemen 

Capaian target Triwulan III BP3KP Sulawesi III pada Program 

Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 2.11 Capaian Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian 
PKP Tahun Anggaran 2025 

SASARAN 
KEGIATAN/ 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PK AWAL 

SATUAN 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN III 

KETERANGAN 
TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen 

Jumlah 
Laporan 
Layanan 

Perkantoran 

3 Layanan 33,97 48,41 

- Belanja Keperluan Perkantoran 
- Belanja Barang Operasional Lainnya 
- Belanja Bahan 
- Belanja Barang Persediaan Barang 

Konsumsi 
- Belanja Jasa Pos dan Giro 
- Belanja Langganan Listrik 
- Belanja Langganan Telpon 
- Belanja Langgananan Air 
- Belanja Langganan Daya dan jasa 

lainnya 
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan 

Bangunan 
- Belanja Pemelihataan Peralatan dan 

Mesin 
- Belanja Honor Operasional Satuan 

Kerja 
 

Berdasarkan Tabel 2.11 diatas Pada Triwulan III, Indikator Jumlah Laporan Layanan Perkantoran 

menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi sebesar 48,41%, melampaui target kumulatif Triwulan III 

sebesar 33,97%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan operasional perkantoran, 

antara lain pemenuhan belanja keperluan perkantoran, belanja barang operasional, pengadaan bahan dan 



 

 

persediaan konsumsi, pembayaran jasa pos dan giro, langganan listrik, telepon, air, serta daya dan jasa 

lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin, serta pembayaran honor operasional satuan kerja sesuai 

kebutuhan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian anggaran yang belum terserap karena beberapa 

kegiatan pemeliharaan dan pengadaan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal kebutuhan operasional, 

terdapat pembayaran yang belum jatuh tempo, serta sebagian kontrak atau tagihan baru akan direalisasikan 

pada triwulan berikutnya. Secara keseluruhan, realisasi yang telah melampaui target menunjukkan bahwa 

layanan perkantoran telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi, sehingga target kinerja tahunan masih berada pada jalur yang optimal untuk dicapai. 

Tabel 2.12 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal 
Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025 

No. Nama Paket Pagu RKAKL 
(Rp. ) 

Realisasi 
(Rp. ) 

Progres Fisik Per Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 
Operasional 
Pemeliharaan 
Kantor 

1.078.917.000 522.354.413 0 0 0 0 0 0 35,94 37,55 53,41    

2 
Langganan 
Daya dan 
Jasa 

82.895.000 33.405.001 0 0 0 0 0 0 24,09 34,84 45,30    

3 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 

338.815.000 286.101.365 0 0 0 0 0 0 76,52 82,47 89,44    

4 

 
Honor 
Operasional 
Satuan Kerja  

33.460.000 17.760.000 0 0 0 0 0 0 0 25,56 58,08    

  Total 1.078.917.000 522.354.413 0 0 0 0 0 0 43,87 48,15 59,86    



 

 

Berdasarkan tabel 2.12 diatas Pada Pada Triwulan III sampai dengan bulan September, pelaksanaan 

kegiatan Layanan Perkantoran menunjukkan progres fisik kumulatif sebesar 59,86% dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp522.354.413. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya sebagian besar kegiatan 

operasional, terutama Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang telah mencapai progres fisik 89,44%, serta 

pelaksanaan Operasional Pemeliharaan Kantor, Langganan Daya dan Jasa, dan Honor Operasional Satuan 

Kerja yang berjalan sesuai jadwal. Meskipun demikian, penyerapan anggaran belum optimal karena beberapa 

kegiatan masih berada pada tahap pelaksanaan bertahap, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan atau 

tagihan diterima dan diverifikasi, serta terdapat komponen belanja rutin yang baru akan terealisasi pada 

bulan-bulan berikutnya sesuai kebutuhan operasional dan jadwal kontrak. Keberhasilan capaian fisik hingga 

mencapai 59,86% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana kerja yang telah 

ditetapkan, didukung oleh koordinasi yang baik antarunit, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, 

serta tersedianya sarana pendukung sehingga target pelaksanaan pada Triwulan III dapat dicapai secara 

bertahap dan diharapkan seluruh target fisik maupun keuangan dapat terealisasi optimal hingga akhir tahun 

anggaran.



 

 

Gambar 2.1 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa 
Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 
 

Berdasarkan gambar 2.1 Berdasarkan grafik Progress Keuangan, hingga 

Triwulan III (September) realisasi keuangan mencapai 48,41% dari target 

rencana sebesar 51,61%, sehingga terdapat deviasi sebesar 3,20%. Penyerapan 

anggaran yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa kegiatan yang 

masih berada pada tahap penyelesaian administrasi, pembayaran yang 

menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tagihan, serta adanya 

kegiatan pengadaan dan pemeliharaan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada 

triwulan berikutnya sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan. 

Meskipun demikian, progres realisasi menunjukkan tren yang terus meningkat, 

dari 6,48% pada Juli, 29,45% pada Agustus, hingga 48,41% pada September, 

yang mencerminkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas 

pengendalian pelaksanaan anggaran. Dengan selisih terhadap target yang relatif 

kecil serta masih tersedianya waktu pada Triwulan IV, realisasi keuangan dinilai 

berada pada jalur yang baik untuk mencapai target akhir tahun melalui 

percepatan penyelesaian kegiatan, pembayaran kewajiban, dan optimalisasi 

pelaksanaan program sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. 



 

 

Gambar 2.2 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat 
Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

Berdasarkan Gambar 2.2 Berdasarkan grafik progres fisik, hingga Triwulan 

III (September) realisasi fisik telah mencapai 53,41%, sedikit di bawah target 

rencana sebesar 56,61%, sehingga terdapat deviasi sekitar 3,20%. Capaian ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal, 

khususnya pada kegiatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan dan 

penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, penyerapan anggaran belum optimal 

karena masih terdapat beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya 

berlangsung secara bertahap, pembayaran baru dapat dilakukan setelah 

pekerjaan selesai dan dokumen pertanggungjawaban dinyatakan lengkap, serta 

terdapat belanja rutin yang realisasinya mengikuti jadwal kebutuhan 

operasional hingga akhir tahun. Meskipun masih terdapat selisih antara target 

dan realisasi, capaian fisik yang telah mencapai lebih dari 50% mencerminkan 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik melalui koordinasi yang efektif, 

pengendalian pelaksanaan secara berkala, dan percepatan penyelesaian 

pekerjaan, sehingga diharapkan sisa target fisik dan penyerapan anggaran 

dapat dicapai sesuai rencana pada triwulan berikutnya. 



 

 

Tabel 2.13 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan 
Permukiman 

SASARAN 
KEGIATAN/ 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PK AWAL 

SATUAN 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN III 

KETERANGAN 
TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi 
dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni 
Jumlah Laporan 
Pemantauan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan Kegiatan 
Tematik 
Penyelenggaraan 
Kawasan 
Permukiman dan 
Akuntabilitas Kinerja 

1 Laporan 7,25 47,33 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis  
Penyelenggaraan 
Klinik Perumahan 
dan Kawasan  
Permukiman 

1 
Rekomendasi/ 

Kebijakan 
7,25 0 Belum ada realisasi keuangan 

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 
Jumlah Laporan 
Pemantauan, 
Evaluasi, dan 
Pelaporan  
Pembangunan 
Rusun, Peningkatan 
Kualitas dan  

3 Laporan 15,30 27,52 - Belanja Perjalnan Dinas Biasa 



 

 

Penaganan Kumuh 
Jumlah unit Rumah 
Swadaya di Kawasan 
Permukiman 

3541 unit 4,00 0,36 - Target belum tercapai 

Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu 
Luas Penanganan 
Permukiman Kumuh 

44,94 ha 4,00 0 - Target belum tercapai 

Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan 
permukiman 
Jumlah unit 
Pembangunan PSU 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

325 unit 4 0 - Target belum tercapai 

 

Berdasarkan Table 2.13 Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan 

menunjukkan bahwa beberapa indikator telah mengalami kemajuan, terutama Jumlah Laporan Pemantauan, 

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja 

yang mencapai realisasi 47,33% dari target triwulan sebesar 7,25%, didukung oleh realisasi belanja bahan, 

belanja sewa, belanja jasa profesi, dan belanja perjalanan dinas. Selain itu, indikator Jumlah Laporan 

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh 

juga telah mencapai realisasi 27,52% melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan lapangan. Namun demikian, 

penyerapan anggaran secara keseluruhan belum optimal karena beberapa indikator, seperti Penyelenggaraan 

Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah Swadaya, Penanganan Permukiman Kumuh, dan 

Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, masih berada pada tahap persiapan, verifikasi, 

koordinasi, atau menunggu penyelesaian proses administrasi dan pelaksanaan di daerah sehingga belum 



 

 

dapat dilakukan pembayaran. Meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target, keberhasilan 

capaian pada indikator yang telah terealisasi menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan berjalan 

sesuai tahapan yang direncanakan, didukung oleh koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, 

pengendalian pelaksanaan secara berkala, serta komitmen untuk mempercepat penyelesaian kegiatan 

sehingga target fisik dan penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal pada triwulan 

berikutnya. 

Tabel 2.14 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal 
Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 

No. Nama Paket 
Pagu RKAKL 

(Rp. ) 
Realisasi 

(Rp. ) 

Progres Fisik Per Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 

Pemantauan 
Penyelenggaraan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

123.248.000 52.167.410 0 0 0 0 0 0 22,82 40,05 47,33    

2 

 
Pemantauan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Pembangunan 
Rusun, 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Penanganan 
Kumuh 
 

365.140.000 82.236.730 0 0 0 0 0 0 0 7,63 27,52    

3 
Kebijakan teknis 
penyelenggaraan 

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    



 

 

 

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, total progres fisik telah 

mencapai 29,50% dengan realisasi keuangan sebesar Rp134.404.140 dari pagu anggaran Rp538.388.000. 

Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang mencapai progres fisik 47,33% serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh yang mencapai 27,52% melalui 

pelaksanaan pemantauan lapangan, evaluasi, koordinasi, dan perjalanan dinas sesuai rencana kerja. 

Sementara itu, penyerapan anggaran belum optimal karena kegiatan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik 

Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berada pada tahap persiapan dan penjadwalan pelaksanaan 

sehingga belum terdapat realisasi keuangan. Selain itu, sebagian pembayaran kegiatan lainnya masih 

menunggu penyelesaian tahapan pekerjaan, kelengkapan administrasi, dan proses pertanggungjawaban 

sebelum dapat diajukan untuk pembayaran. Meskipun demikian, capaian fisik yang terus meningkat dari 

bulan Juli hingga September menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah 

direncanakan, didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja, pengendalian pelaksanaan secara berkala, 

serta komitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh kegiatan sehingga target fisik maupun penyerapan 

anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran. 

 

 

klinik 
perumahan dan 
kawasan 
permukiman 

  Total 538.388.000 134.404.140 0 0 0 0 0 0 5,22 14,34 29,50    



 

 

Gambar 2.3 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Kawasan Permukiman 

 

Berdasarkan grafik Progres Keuangan, hingga Triwulan III (September) 

realisasi keuangan telah mencapai 24,96%, sedikit melampaui target rencana 

sebesar 24,35%, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 0,61%. Capaian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai bahkan sedikit 

lebih cepat dari rencana, didukung oleh terealisasinya kegiatan pemantauan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta kegiatan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan 

kualitas, dan penanganan kawasan kumuh. Meskipun demikian, penyerapan 

anggaran secara keseluruhan masih belum optimal karena terdapat beberapa 

kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan, proses 

pengadaan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyelesaian 

administrasi dan dokumen pertanggungjawaban yang menjadi syarat pencairan 

anggaran. Selain itu, kegiatan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik 

Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memasuki tahap pelaksanaan 

sehingga belum terdapat realisasi keuangan. Keberhasilan capaian hingga 

melampaui target rencana mencerminkan efektivitas pengendalian pelaksanaan 



 

 

anggaran, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta komitmen dalam 

mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, sehingga diharapkan 

realisasi fisik dan keuangan dapat terus meningkat dan mencapai target yang 

telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran. 

Gambar 2.4 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Kawasan Permukiman 

 

Berdasarkan Gambar 2.4 Berdasarkan grafik Progres Fisik, hingga 

Triwulan III (September) realisasi fisik telah mencapai 29,50%, jauh melampaui 

target rencana sebesar 7,25%, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 22,25%. 

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung lebih cepat 

dari jadwal yang telah direncanakan, terutama pada kegiatan pemantauan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas, dan 

penanganan kawasan kumuh yang telah berhasil dilaksanakan lebih awal. 

Meskipun demikian, penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal karena 

masih terdapat beberapa komponen kegiatan yang berada pada tahap 

penyelesaian administrasi, verifikasi dokumen, dan proses pembayaran, serta 

terdapat kegiatan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan 



 

 

kawasan permukiman yang belum memasuki tahap pelaksanaan sehingga 

belum menghasilkan realisasi keuangan. Keberhasilan capaian fisik yang 

melampaui target menunjukkan efektivitas perencanaan, koordinasi yang baik 

dengan para pemangku kepentingan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan 

yang berjalan secara konsisten, sehingga memberikan keyakinan bahwa target 

fisik dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun anggaran dapat dicapai 

sesuai rencana. 

 



 

 

Tabel 2.15 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
SASARAN 

KEGIATAN/ 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PK AWAL SATUAN 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN III 

KETERANGAN 
TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam 
penyelenggaraan perumahan perkotaan 
Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan, Strategi 
dan Program Prioritas 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
10,22 24,47 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Perjalanan Dinas 

Jumlah Laporan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

3 Laporan 20,55 11,62 - Belanja Perjalnan Dinas 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan 
Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
penyelenggaraan 
Pembangunan 
Perumahan 
Perkotaan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
14,22 17,54 - Belanja Perjalanan Dinas 

Jumlah Rumah 
Susun Hunian 
ASN/TNI/POLRI 
Perumahan 
Perkotaan 

44 unit 17,75 16,86 Target belum tercapai 



 

 

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 
Wilayah Perkotaan 
Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan 
Perkotaan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
13,55 15,80 - Belanja perjalanan dinas biasa 

Jumlah Rumah 
Swadaya Perkotaan 
yang ditingkatkan 
kualitasnya 

498 unit 8,80 4,00 - Target belum tercapai 

 

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan menunjukkan perkembangan 

yang cukup baik pada sebagian besar indikator. Indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan 

Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan berhasil mencapai realisasi 24,47% atau melampaui 

target triwulan sebesar 10,22%, sedangkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan 

Perumahan Perkotaan dan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Perkotaan juga melampaui target masing-masing dengan realisasi 17,54% dan 15,80%. Capaian 

tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui belanja bahan, belanja sewa, serta belanja 

perjalanan dinas untuk koordinasi, pemantauan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Namun demikian, 

penyerapan anggaran belum optimal karena beberapa indikator, seperti Jumlah Laporan Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan 

Perkotaan, dan Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang Ditingkatkan Kualitasnya, masih belum mencapai 

target akibat pelaksanaan kegiatan yang berlangsung secara bertahap, proses verifikasi dan validasi data 

lapangan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta pembayaran yang baru dapat 



 

 

dilakukan setelah tahapan pekerjaan dan dokumen pertanggungjawaban dinyatakan lengkap. Meskipun 

demikian, keberhasilan sebagian besar indikator kebijakan yang telah melampaui target menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, didukung oleh koordinasi yang baik, pengendalian pelaksanaan 

secara berkala, serta komitmen untuk mempercepat penyelesaian kegiatan sehingga target fisik dan 

penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran. 

Tabel 2.16 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan 
Perkotaan Tahun 2025 

No. Nama Paket 
Pagu RKAKL 

(Rp. ) 
Realisasi 

(Rp. ) 

Progres Fisik Per Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 

Sinkronisasi dan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Perumahaan 
Perkotaan Pusat dan 
Daerah 

380.618.000 74.114.914 0 0 0 0 0 0 6,41 15,69 24,47    

2 
Verifikasi Bantuan 
Pembangunan 
Perumahan Perkotaan 

171.235.000 21.468.020 0 0 0 0 0 0 12,23 14,66 17,54    

3 
Verifikasi Bantuan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan Perkotaan 

312.470.000 33.754.860 0 0 0 0 0 0 0 6,75 15,8    

4 

Pelaksanaan 
Pemantauan, 
Pengendalian 
Kebijakan dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan 

276.900.000 18.327.060 0 0 0 0 0 0 7,87 7,87 11,62    

  Total 1.141.223.000 147.664.854 0 0 0 0 0 0 5,88 11,19 17,94    



 

 

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, total progres fisik telah 

mencapai 17,94% dengan realisasi keuangan sebesar Rp147.664.854 dari total pagu anggaran 

Rp1.141.223.000. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah yang mencapai progres fisik 24,47%, Verifikasi 

Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan sebesar 17,54%, Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Perkotaan sebesar 15,80%, serta Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan 

Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar 11,62%. Realisasi tersebut didukung oleh 

pelaksanaan koordinasi, verifikasi lapangan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta perjalanan dinas 

sesuai jadwal kegiatan. Namun demikian, penyerapan anggaran masih belum optimal karena sebagian besar 

kegiatan masih dilaksanakan secara bertahap, proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung, serta 

pembayaran baru dapat dilakukan setelah penyelesaian tahapan pekerjaan dan kelengkapan dokumen 

pertanggungjawaban. Keberhasilan capaian hingga Triwulan III menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

tetap berjalan sesuai rencana dan mengalami peningkatan progres dari bulan ke bulan, didukung oleh 

koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, pengendalian pelaksanaan 

secara berkala, serta komitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh kegiatan sehingga target fisik 

maupun penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran. 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 2.5 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Perumahan Perkotaan 

 

Berdasarkan Gambar 2.5 diatas grafik Progres Keuangan, hingga Triwulan 

III (September) realisasi keuangan telah mencapai 12,94%, sesuai dengan target 

rencana sebesar 12,94%, sehingga pelaksanaan anggaran berada on track 

dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung 

oleh terealisasinya kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan 

perumahan perkotaan, verifikasi bantuan pembangunan dan peningkatan 

kualitas perumahan perkotaan, serta pelaksanaan pemantauan, pengendalian 

kebijakan, dan pelaporan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal. 

Meskipun demikian, penyerapan anggaran secara keseluruhan masih belum 

optimal karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap verifikasi 

lapangan, koordinasi dengan pemerintah daerah, penyusunan rekomendasi 

kebijakan, serta proses administrasi dan pertanggungjawaban yang harus 

diselesaikan sebelum pembayaran dapat dilakukan. Selain itu, terdapat 

beberapa komponen belanja yang dijadwalkan terealisasi pada triwulan 

berikutnya sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan capaian 

keuangan yang telah memenuhi target menunjukkan bahwa pengelolaan 



 

 

anggaran berjalan secara efektif, didukung oleh perencanaan yang baik, 

pengendalian pelaksanaan secara berkala, serta koordinasi yang intensif 

dengan seluruh pihak terkait, sehingga memberikan keyakinan bahwa realisasi 

fisik maupun keuangan dapat terus ditingkatkan dan mencapai target pada 

akhir tahun anggaran. 

Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Perumahan Perkotaan 

 

 
Berdasarkan Gambar 2.6 diatas Berdasarkan grafik Progres Fisik, hingga 

Triwulan III (September) realisasi fisik telah mencapai 17,94%, melampaui target 

rencana sebesar 7,25%, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 10,69%. 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung lebih 

cepat dari jadwal yang telah direncanakan, terutama pada kegiatan sinkronisasi 

dan koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, verifikasi bantuan 

pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan, serta kegiatan 

pemantauan, pengendalian kebijakan, dan pelaporan yang telah terlaksana 

sesuai tahapan. Meskipun demikian, penyerapan anggaran masih belum 

optimal karena sebagian kegiatan masih berada pada tahap lanjutan berupa 

verifikasi lapangan, penyelesaian administrasi, penyusunan laporan, dan proses 



 

 

pertanggungjawaban keuangan yang menjadi dasar pencairan anggaran. Selain 

itu, beberapa komponen belanja dijadwalkan terealisasi pada triwulan 

berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan capaian 

fisik yang melampaui target mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi 

yang baik dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta 

pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara berkala, sehingga 

pelaksanaan program tetap berjalan sesuai rencana dan diharapkan target fisik 

maupun penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal hingga akhir 

tahun anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.17 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 
SASARAN 

KEGIATAN/ 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PK AWAL SATUAN 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN III 

KETERANGAN 
TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam 
penyelenggaraan perumahan perdesaan 
Jumlah Kegiatan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perdesaan 

1 Kegiatan 10,00 15,55 - Belanja Perjalnan Dinas Biasa 

Jumlah Laporan 
Pemantauaan dan 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perdesaan 

2 Laporan 10,00 0 Belum ada realisasi 

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 
Wilayah Perdesaan 

Jumlah Unit Rumah 
Swadaya Perumahan 
Perdesaan 

186 unit 4,00 1,06 

- Realisasi belum sesuai target 
- Provinsi Sulawesi Selatan: 

Jumlah Penerima Bantuan 
berdasarkan Surat Instruksi 
Verifikasi berkurang 6 unit 
menjadi 120 unit 

- Provinsi Sulawesi Tenggara: 
Jumlah Penerima Bantuan 
berdasarkan Surat Instruksi 
Verifikasi berkurang 5 unit 
menjadi 55 unit 



 

 

- Proses Penyusunan Proposal 
CPB 

 

Berdasarkan Tabel 2.17 diatas capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan 

penyelenggaraan perumahan perdesaan menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator Jumlah Kegiatan 

Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan berhasil melampaui target triwulan dengan realisasi 

15,55% dari target 10,00%, yang didukung oleh pelaksanaan koordinasi dan perjalanan dinas dalam rangka 

sinkronisasi pelaksanaan program perumahan perdesaan. Namun demikian, indikator Jumlah Laporan 

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan belum menunjukkan realisasi karena 

kegiatan masih dalam tahap persiapan dan penjadwalan, sehingga belum terdapat realisasi keuangan. 

Sementara itu, indikator Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan baru mencapai 1,06% dari target 

4,00% akibat adanya penyesuaian jumlah calon penerima bantuan berdasarkan Surat Instruksi Verifikasi, 

yaitu berkurangnya 6 unit di Provinsi Sulawesi Selatan dan 5 unit di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta masih 

berlangsungnya proses penyusunan proposal Calon Penerima Bantuan (CPB). Kondisi tersebut menyebabkan 

penyerapan anggaran belum optimal karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap verifikasi, 

validasi data, dan penyelesaian administrasi yang menjadi prasyarat pelaksanaan fisik dan pencairan 

anggaran. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah melampaui target 

menunjukkan bahwa proses perencanaan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan berjalan dengan baik 

sebagai landasan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, sehingga target fisik dan 

penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran. 

 

 

 



 

 

Tabel 2.18 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan 
Perdesaan Tahun 2025 

 

Berdasarkan Tabel 2.18 diatas Realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi 
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah hingga Triwulan III baru mencapai Rp31.904.820 
atau masih relatif rendah dibandingkan pagu yang tersedia. Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar 
rangkaian kegiatan, seperti pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi dengan pemerintah daerah, serta 
perjalanan dinas dan kegiatan lapangan, masih dijadwalkan pada semester II sehingga anggaran belum dapat 
direalisasikan secara optimal. Sementara itu, kegiatan Pemantauan dan Evaluasi BSPS belum menunjukkan 
realisasi anggaran karena pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menyesuaikan progres pelaksanaan Program 
BSPS di daerah serta jadwal monitoring yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, progres fisik telah mulai 
meningkat pada bulan Agustus dan September, yang menunjukkan bahwa tahapan persiapan, koordinasi, 
serta penyusunan rencana pelaksanaan telah berjalan sesuai jadwal. Dengan mulai terlaksananya kegiatan 
utama pada Triwulan III, diharapkan realisasi keuangan akan meningkat secara bertahap seiring pelaksanaan 
kegiatan lapangan, sehingga target fisik dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat tercapai sesuai 
rencana.

No. Nama Paket 
Pagu RKAKL 

(Rp. ) 
Realisasi 

(Rp. ) 

Progres Fisik Per Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 

Sinkronisasi dan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perdesaan Pusat 
dan Daerah 

227.394.000 31.904.820 0 0 0 0 0 0 0 8,22 19,03    

2 
Pemantauan dan 
Evaluasi BSPS 

113.074.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  Total 340.468.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,49 12,71    



 

 

Gambar 2.7 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Perumahan Perdesaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.7 grafik Progress Keuangan, realisasi keuangan 

hingga Triwulan III telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tidak 

terdapat penyerapan anggaran pada periode Januari–Juli karena kegiatan 

masih berada pada tahap persiapan administrasi, penyusunan jadwal, dan 

koordinasi pelaksanaan. Penyerapan anggaran mulai terealisasi pada bulan 

Agustus sebesar 2,15% dan meningkat menjadi 9,37% pada bulan September 

seiring dimulainya pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, realisasi keuangan 

diproyeksikan meningkat secara signifikan pada bulan Oktober (43,20%), 

November (77,02%), hingga mencapai 100% pada bulan Desember, sejalan 

dengan penyelesaian seluruh tahapan kegiatan dan pembayaran atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan. Pola penyerapan tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan telah mengikuti jadwal yang direncanakan dan 

diharapkan target penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara 

optimal. 
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Gambar 2.8 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Perumahan Perdesaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.8 grafik Progress Fisik, pelaksanaan kegiatan mulai 

menunjukkan perkembangan pada Triwulan III. Hingga bulan Juli belum 

terdapat progres fisik karena kegiatan masih berada pada tahap persiapan 

administrasi, koordinasi, dan penjadwalan pelaksanaan. Pada bulan Agustus, 

realisasi fisik mencapai 7,15%, kemudian meningkat menjadi 14,37% pada 

bulan September, melampaui target rencana sebesar 10,00%. Capaian tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan lebih cepat dari jadwal 

yang direncanakan, didukung oleh terlaksananya kegiatan koordinasi awal, 

persiapan teknis, serta dimulainya kegiatan lapangan. Selanjutnya, progres fisik 

diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 37,50% pada Oktober, 70,50% 

pada November, dan 100% pada Desember, seiring dengan penyelesaian seluruh 

tahapan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
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Tabel 2.19 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 
SASARAN 

KEGIATAN/ 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PK AWAL SATUAN 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN III 

KETERANGAN 
TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
yang efektif dan akuntabel 
Jumlah Kebijakan 
Keterbukaan Publik, 
Transparansi, dan 
Akuntabilitas 

1 
Rekomendasi/ 

Laporan 
25,05 21,84 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman 
Jumlah Kebijakan 
Manajemen Risiko 
dan Pencegahan 
Korupsi 

1 
Rekomendasi/ 

Laporan 
25,05 5,30 

- Belanja Bahan 
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

 

Berdasarkan Tabel 2.19 diatas capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan pada aspek 

tata kelola menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum seluruh indikator mencapai target yang telah 

ditetapkan. Indikator Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas telah mencapai 

realisasi 21,84% dari target triwulan sebesar 25,05%, yang didukung oleh pelaksanaan koordinasi, monitoring, 

dan perjalanan dinas dalam rangka penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Sementara itu, 

indikator Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi baru mencapai realisasi 5,30% dari 

target 25,05%, yang didukung oleh realisasi belanja bahan dan belanja perjalanan dinas, namun pelaksanaan 

beberapa agenda utama seperti penyusunan rekomendasi, pendampingan penerapan manajemen risiko, dan 

penguatan pencegahan korupsi masih berlangsung secara bertahap. Kondisi tersebut menyebabkan 



 

 

penyerapan anggaran belum optimal karena sebagian kegiatan masih berada pada tahap persiapan, 

koordinasi, penyusunan dokumen, serta menunggu penyelesaian administrasi dan jadwal pelaksanaan 

sebelum dapat dilakukan pembayaran. Meskipun demikian, capaian yang telah terealisasi menunjukkan 

bahwa proses implementasi program tetap berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, didukung oleh 

koordinasi yang baik antarunit kerja, komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel, serta pengendalian pelaksanaan secara berkala sehingga target fisik maupun 

penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran. 

Tabel 2.20 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola 
dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 

 

Berdasarkan tabel 2.20 diatas realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, total progres 

fisik telah mencapai 19,80% dengan realisasi keuangan sebesar Rp37.468.176 dari total pagu anggaran 

Rp303.466.000. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Penerapan Manajemen Risiko yang 

No. Nama Paket 
Pagu RKAKL 

(Rp. ) 
Realisasi 

(Rp. ) 

Progres Fisik Per Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 
Penerapan 
Manajemen 
Risiko 

129.223.000 28.228.196 0 0 0 0 0 0 9,84 25,31 26,84    

2 

 
Pembangunan 
Zona Integritas 
Balai P3KP 
Sulawesi III 
 

174.233.000 9.239.980 0 0 0 0 0 0 0 0 10.30    

  Total 303.466.000 37.468.176 0 0 0 0 0 0 5.65 14.53 19.80    



 

 

telah mencapai progres fisik 26,84% melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan risiko, koordinasi, 

pendampingan, serta monitoring implementasi manajemen risiko. Sementara itu, kegiatan Pembangunan Zona 

Integritas Balai P3KP Sulawesi III telah mulai terealisasi dengan progres fisik 10,30%, yang meliputi persiapan 

pembangunan Zona Integritas, pengumpulan data dukung, koordinasi, dan penyusunan dokumen pemenuhan 

area perubahan. Namun demikian, penyerapan anggaran masih belum optimal karena sebagian besar tahapan 

kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, pendampingan, dan penyelesaian administrasi, sehingga 

pembayaran baru dapat dilakukan setelah keluaran kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban dinyatakan 

lengkap. Selain itu, beberapa agenda utama pembangunan Zona Integritas dijadwalkan terlaksana pada 

triwulan berikutnya sesuai rencana kerja. Meskipun demikian, peningkatan progres fisik dari bulan Juli hingga 

September menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, 

didukung oleh komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, penerapan manajemen 

risiko, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga target fisik 

dan penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran. 



 

 

Gambar 2.9 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 

 

Berdasarkan Gambar 2.9 Berdasarkan grafik Progres Keuangan, hingga 

Triwulan III (September) realisasi keuangan telah mencapai 12,35%, sesuai 

dengan target rencana sebesar 12,35%, sehingga menunjukkan bahwa 

penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana yang 

telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh realisasi kegiatan Penerapan 

Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III, 

khususnya untuk belanja bahan, koordinasi, pendampingan, dan perjalanan 

dinas yang telah dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan. Meskipun demikian, 

penyerapan anggaran secara keseluruhan masih belum optimal karena 

sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap penyusunan dokumen, 

pemenuhan eviden, pendampingan implementasi, serta proses verifikasi 

administrasi yang menjadi persyaratan sebelum pembayaran dapat dilakukan. 

Selain itu, beberapa agenda utama dalam pembangunan Zona Integritas dan 

penerapan manajemen risiko dijadwalkan terlaksana pada triwulan berikutnya 

sehingga realisasi anggarannya belum sepenuhnya tercatat pada periode ini. 

Keberhasilan capaian keuangan yang telah memenuhi target menunjukkan 



 

 

bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib dan sesuai rencana, 

didukung oleh koordinasi yang baik, pengendalian pelaksanaan secara berkala, 

serta komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, 

sehingga realisasi fisik dan keuangan diharapkan terus meningkat dan 

mencapai target pada akhir tahun anggaran. 

Gambar 2.10 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat 
Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 

 

Berdasarkan Gambar 2.10 diatas erdasarkan grafik Progres Fisik, hingga 

Triwulan III (September) realisasi fisik telah mencapai 12,35%, sedikit di bawah 

target rencana sebesar 14,38%, sehingga terdapat deviasi sebesar 2,03%. 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Penerapan 

Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III 

telah berjalan sesuai tahapan, namun beberapa agenda utama masih berada 

dalam proses penyelesaian. Penyerapan anggaran belum optimal karena 

sebagian kegiatan masih difokuskan pada penyusunan dokumen, pemenuhan 

eviden enam area perubahan Zona Integritas, pelaksanaan pendampingan 

implementasi manajemen risiko, koordinasi lintas unit, serta proses verifikasi 

administrasi yang harus diselesaikan sebelum tahapan berikutnya dan 



 

 

pembayaran dapat dilakukan. Meskipun realisasi fisik masih sedikit di bawah 

target, perkembangan pelaksanaan kegiatan dari bulan Juli hingga September 

menunjukkan tren yang positif dan didukung oleh komitmen pimpinan serta 

seluruh unit kerja dalam memperkuat tata kelola organisasi, penerapan 

manajemen risiko, dan pembangunan Zona Integritas. Dengan pengendalian 

pelaksanaan yang dilakukan secara berkala serta percepatan penyelesaian 

agenda yang masih berjalan, target fisik maupun penyerapan anggaran diyakini 

dapat tercapai secara optimal pada triwulan berikutnya hingga akhir tahun 

anggaran. 

2.3 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan 

2.3.1 Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III 
Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama 

Triwulan III yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah sebagai 

berikut: 

1. Timbulnya kendala dalam proses pembangunan rumah susun; 

2. ketidaktepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian anggaran; 

3. Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah 

perkotaan dan perdesaan mengalami hambatan; 

4. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI 

menurun atau tidak konsisten; 

5. ketidaktertiban dalam pencatatan, pelaporan dan mengakibatkan 

kehilangan,kerusakan, atau penyalahgunaan aset negara; 

6. kesalahan dalam proses pembayaran,pencairan dana, 

pertanggungjawaban yang dapat menimbulkan kerugian negara 

dan temuan audit; 

7. Terjadinya keterlambatan dalam proses penghunian dan 

pemanfaatan; 

8. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS di delineasi wilayah 

pesisir yang berjalan kurang optimal; 



 

 

9. Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai 

yang belum optimal terlaksana; 

10. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS di delineasi wilayah 

pesisir yang berjalan kurang optimal; 

11. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS di delineasi 

wilayah perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal; 

2.3.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama 

Triwulan III yang dihadapi oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Masih dalam proses pengerjaan struktur bawah karena 

kedalaman pondasi belum fix , sehingga tidak ada pekerjaan yang 

termasuk ke dalam progres dan termin tidak bisa dicairkan oleh 

PJK. 

2. Addendum 3 dilaksanakan dan progres pembangunan 32% dan 

sudah dilakukan pembayaran termin 25% dengan kendala harus 

menunggu PJK harus mencapai progres sesuai target kurva S. 

3. Progres pekerjaan belum mencapai target untuk melakukan 

pembayaran termin. 

4. Belum ada progres fisik yang berjalan baik itu BSPS, Sanitasi, 

PSU, dan Kumuh. 

2.3.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama 

Triwulan IV adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman teknis Peningkatan Kawasan Kumuh dan Peningkatan 

Sanitasi Rumah terbit di bulan Agustus, setelah proses verifikasi 

Teknis dan administrasi selesai. 



 

 

2. Anggaran pekerjaan fisik baru ada setelah revisi DIPA di bulan 

Agustus. 

3. Pelaksanaan kontrak penyedia jasa belum dapat dilakukan di 

triwulan ini karena proses pemilihan penyedia jasa oleh Pokja 

4. Pemilihan masih berlangsung dan akan rampung pada minggu 

ketiga Oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PENUTUP 
3.1 Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan 

hasil pemetaan permasalahan yaitu: 

3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III 

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada 
periode selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan 
permasalahan/potensi capaian yaitu: 
1. Melakukan pendampingan intensif dengan perlibatan tenaga ahli 

atau fasilitator teknis untuk mendampingi pelaksanaan 

pembangunan di lokasi agar berjalan sesuai jadwal dan rencana 

2. Membuat laporan penyerapan perkegiatan 

3. Penandatangan pakta integritas dan setiap bulan dilakukan rapat 

bersama dengan pokja Zona Integritas   

4. Menyelenggarakan bimbingan teknis verifikasi bagi SDM 

pelaksana verifikasi, dengan fokus pada peningkatan 

pemahaman terhadap prosedur, penggunaan sistem, dan standar 

kelayakan usulan 

5. Melakukan verifikasi berlapis pada setiap transaksi keuangan 

6. Menjadwalkan FGD/Sosialisasi dengan penerima bantuan/user 

terkait progress penghunian dan pengelolaan Rumah Susun 

7. Pendampingan dan sosialisasi RLH oleh TFL kepada Penerima 

Bantuan didampingi oleh Pemda setempat, menggerakan KPB 

dan Tokoh-Tokoh masyarakat aktif secara penuh mendampingi 

Penerima Bantuan. 

8. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan UU No. 08 

Tahun 1999 dan pedoman teknis terkait kepada SDM Program 

Benar PKP 



 

 

9. Menjadwalkan FGD/Sosialisasi dengan penerima bantuan/user 

terkait progress penghunian dan pengelolaan Rumah Susun 

10. Melakukan sosialisasi Surat Edaran Nomor 04/SE/Dt/2025 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan 

Pembangunan Rumah Swadaya 

11. Kabalai aktif menyurat kepada Direktur Jenderal Perumahan 

Perkotaan dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan terkait 

pengajuan permohonan perubahan status CPB di DTSEN dan 

agar segera dilakukan perubahan data dan segera terbit Surat 

Instruksi Verifikasi oleh Direktur BSPS. 

12. Memberikan layanan konsultasi untuk membantu penerima 

bantuan dalam menyusun RAB dan memperkirakan 

keswadayaan melalui kegiatan Klinik PKP 

 
3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sulawesi Selatan 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian 

kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan 

permasalahan/potensi capaian yaitu: 

1. Berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengupdate 

dokumen RC berdasarkan Pedoman teknis yang baru. Status 

dokumen RC telah selesai diupdate sesuai format dalam pedoman 

teknis Peningkatan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Sanitasi 

Rumah. 

2. Setelah adanya anggaran pekerjaan fisik dalam revisi DIPA di akhir 

bulan Agustus dan terbitnya SK alokasi Penerima Bantuan BSPS, 

maka dilakukan percepatan pelaksanaan verifikasi teknis dan 

penyusunan proposal bagi calon penerima bantuan yang lulus 

verifikasi sambil menunggu terbitnya SK Penetapan Penerima 

Bantuan. 



 

 

3. Pada tanggal 25 Agustus telah dilaksanakan kontrak konsultan 

Perencana untuk Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Sanitasi 

Rumah, dan Review DED Peningkatan Kualitas Permukiman 

Kumuh. Kemudian pada tanggal 1 september 2025 disampaikan 

permohonan pemilihan penyedia jasa Kepada Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

4. Pelaksanaan kontrak penyedia jasa akan dilakukan pada triwulan 

berikutnya segera setelah proses pemilihan penyedia jasa oleh 

Pokja Pemilihan selesai. 

 
3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sulawesi Tenggara 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian 

kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu: 

1. Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Buton untuk 

mengupdate dokumen RC berdasarkan Pedoman teknis yang baru. 

Status dokumen RC telah selesai diupdate sesuai format dalam 

pedoman teknis Peningkatan Kawasan Kumuh dan Peningkatan 

Sanitasi Rumah. 

2. Setelah adanya anggaran pekerjaan fisik dalam revisi DIPA di akhir 

bulan Agustus dan terbitnya SK alokasi Penerima Bantuan BSPS, 

maka dilakukan percepatan pelaksanaan verifikasi teknis dan 

penyusunan proposal bagi calon penerima bantuan yang lulus 

verifikasi sambil menunggu terbitnya SK Penetapan Penerima 

Bantuan. Pada tanggal 25 Agustus telah dilaksanakan kontrak 

konsultan Perencana untuk Penyusunan DED Peningkatan 

Kualitas Sanitasi Rumah, dan Review DED Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh. Kemudian pada tanggal 1 september 2025 

disampaikan permohonan pemilihan penyedia jasa Kepada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa. 



 

 

3. Pelaksanaan kontrak penyedia jasa akan dilakukan pada triwulan 

berikutnya segera setelah proses pemilihan penyedia jasa oleh 

Pokja Pemilihan selesai. 



 

 

 

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya 

Adapun bukti tindak lanjut atas permasalahan yang telah dipetakana pada triwulan sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya 
TRIWULAN III 

No Permasalahan Rencana Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut 

1. 
 
 

Timbulnya kendala dalam proses 
pembangunan rumah susun 

Melakukan pendampingan intensif 
dengan perlibatan tenaga ahli atau 
fasilitator teknis untuk mendampingi 
pelaksanaan pembangunan di lokasi 
agar berjalan sesuai jadwal dan rencana 

Laporan hasil pendampingan 
terkait progres pembangunan 
rumah susun secara berkala 

2. 

 
ketidaktepatan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian anggaran   
 

Membuat laporan penyerapan 
perkegiatan 

Dokumen prognosis 

3. 

Verifikasi data usulan kegiatan 
BSPS di delineasi wilayah 
perkotaan dan perdesaan 
mengalami hambatan 

Menyelenggarakan bimbingan teknis 
verifikasi bagi SDM pelaksana verifikasi, 
dengan fokus pada peningkatan 
pemahaman terhadap prosedur, 
penggunaan sistem, dan standar 
kelayakan usulan 

Laporan Pelaksanaan Bimbingan 
Teknis Verisikasi BSPS 

4. 
Komitmen pimpinan dan pegawai 
dalam pembangunan ZI menurun 
atau tidak konsisten 

Penandatangan pakta integritas dan 
setiap bulan dilakukan rapat bersama 
dengan pokja Zona Integritas  

Dokumen Bukti dukung Lembar 
Kerja Evaluasi 

5. 

ketidaktertiban dalam pencatatan, 
pelaporan dan mengakibatkan 
kehilangan,kerusakan, atau 
penyalahgunaan aset negara 

Menyusun SOP BMN dan melaksanakan 
invetararisasi dan rekonsiliasi data BMN 

Dokumen SOP BMN dan laporan 
BMN 
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RAPAT PEMBAHASAN KELENGKAPAN RC USULAN PENANGANAN KUMUH KAB. MUNA 
BARAT TAHUN 2025 

 

Waktu : 17 Juli 2025 

 

 

 



 

 

















NOTULA RAPAT 

Hari, tanggal : Sabtu, 19 Juli 2025 

Agenda  : Rakor Persiapan Penanganan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Buton 

- Lingkup kegiatan yang akan ditangani jalan lingungan 

- Data baseline kumuh perlu disahkan 

- Surat kesesuaian RTRW akan diupload hari senin, 21 Juli 2025 

- Gambar DED, Matriks Kolaborasi, dan RAB belum ditanda tangani 

- Kesediaan pengelolaan aset ditandatangani oleh pemerintah desa 

- Rincian Anggaran untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Wasdal 

- Dokumen yang harus ada: Legalitas Unit Hunian dan Jalan bukti kepemilikan lahan, 

dan status jalan.  

- Surat minat ditujukan ke Menteri PKP, tembusan ke Dirjen Kawasan Permukiman 

dan gubernur, akan ditindaklanjuti hari ini 

- Kesiapan Lembaga pengelola ditandatangani oleh bupati 

- Untuk RP3KP dan RP2KPKPK dibutkan Surat pengantar penyampaian dokumen, 

dicantumkan proses legalisasinya berapa lama, ditandatangani oleh kepala dinas 

- Jalan menggunakan aspal buton 

- Matriks kolaborasi dimatangkan lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 
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RAPAT PEMBAHASAN USULAN BANTUAN PERMUKIMAN KUMUH DAN SANITASI RUMAH 

TAHUN ANGGATAN 2025 

Waktu : 19 Juli 2025 











 

























RAPAT ARAHAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA PADA BALAI DAN SATKER DI KEMENTERIAN PKP 

 

Waktu : 28 Juli 2025 



  

 



 



































































RAPAT PEMBAHASAN DED ITEM KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN 
KUMUH DAWANOWAJO III KABUPATEN BUTON 

Hari/tanggal : 08 Agustus 2025 

 



 









































































RAPAT ARAHAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA PADA BALAI DAN SATUAN KERJA 
KEMENTERIAN PKP 

 

Hari/Tangga : 10 September 2025 

Catatan  : 

1. Untuk pendataan ini ada PICnya dari pusat, akan berkoordinasi dengan Balai dan Satker 

2. Pendataan rumah mencakup, FLPP, Rumah tapak, Rusun, Rusus 

3. Data dilengkapi dengan BNBA, diinput melalui dashboar my pkp oleh Balai dan PIC pusat 

4. Tugas Satker dan balai memfasilitasi pengumpulan data dari pemda dan FLPP dan CSR 

5. Progres pendataan akan dievaluasi seƟap minggu 



 





















RAPAT PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENYERAPAN ANGGARAN TA 2025 

 

Hari/Tanggal : 22 September 2025 
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